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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah)
xظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ƿ Ha H Ha
ء Hamzah ̓̓ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda  ( ̓ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah a A
xi
 ِا Kasrah i I
 ُا ḍammah u U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َي fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i
 َو fatḥah dan wau au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
ل ﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf  dan
tanda
Nama
 َي… /  َا …. Fatḥah dan alif atau yā̓̓ ā a dan garis di atas
ي Kasrah dan yā ī i dan garis di atas




ت ﺎﻣ : māta
ﻰﻣر : ramā
ﻞﯿﻗ : qīla
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu
4. Tā marbūṭah
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔﻤﻜﺤﻟا : rauḍah al-aṭfāl
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan








Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).
Contoh :
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah
دﻼﺒﻟا : al- bilādu
7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah,
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-jalālah ( )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Contoh:
ﷲ ﻦﯾد dīnullāh  ﺎﺑﷲ billāh
xv
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:
ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan






Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahū wa ta’ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. : ‘alaihi al-salām
H : Hijrah
M : Masehi
SM : Sebelum Masehi
l. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. : Wafat tahun
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR : Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama : Sry Wahyuni
NIM : 10400113110
Judul : Konsep Hadhanah dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan
Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) konsep hadhanah
dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, (2) hadhanah dalam kasus
perceraian beda agama, dan (3) penyelesaian hukum hadhanah dalam kasus
perceraian beda agama menurut hukum Islam dan hukum Positif.
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan
multi disipliner, yaitu pendekatan yuridis normatif (perundang-undangan), teologis
normatif (hukum Islam), dan pendekatan ilmu lainnya yang relevan. Penelitian ini
tergolong library research, di mana data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur
dan menganalisis literatur yang relevan dan memmpunyai relevansi dengan masalah
yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.
Hasil pembahasan dari penelitian ini fiqih Islam penyelesaian sengketa
melalui at-tahkim diperbolehkan dalam perkara-perkara perdata dan
ahwalsyakhshiyah berupa pernikahan, dan termasuk masalah hadhanah.
Penyelesaian sengketa hadhanah melalui lembaga peradilan menurut menyimpulkan
(1) hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sudah mengatur dengan jelas
persoalan hadhanah. Para fuqoha secara mendasar sepakat bahwa hadhanah adalah
hak seorang ibu, ibunya ibu dan ke atas. Hukum positif di Indonesia baik UU No.1
tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI juga menyatakan hal yang sama. (2)
Pernikahan seorang Muslim dan non Muslimah, khususnya Ahl al-Kitāb pada
awalnya boleh dan legal, tetapi karena suatu pertimbangan siyāsahshar‘iyyah dan
maqāṣid al-syar’iyyah, maka kebolehan itu diperketat, bahkan ditutup dimana MUI
menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; perkawinan
laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab, berdasar qaulmu’tamad, adalah
haram dan tidak sah. (3) dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas
hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan. Dalam fiqih
Islam, dikenal dengan istilah al-qadhaa yakni memutuskan pertentangan yang terjadi
dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara' (dengan merujuk
kepada hukum Allah) bagi pihak yang bersengketa.
Implikasi penelitian ini merekomendasikan bahwa penetapan hadhanah
dalam kasus perceraian beda agama, terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan
terhadap anak, hendaknya dibicarakan secara musyawarah keluarga sehingga lebih
jernih dalam menetapkan kemana anak itu tinggal dan bagaimana menjaga
kesejahteraannya. Para orang tua yang bercerai dan mempersoalkan hak hadhanah
dari anak-anak mereka, sebaiknya sengketa hak hadhanah tersebut diselesaikan di
luar pengadilan yaitu melalui jalur perdamaian (islah), salah satunya dengan
menerapkan teori tahkim, karena penyelesaian dengan cara ini sangat efektif, cepat,
murah dan memenuhi rasa keadilan dalam menemukan kemaslahatan anak sehingga
kepentingan anak tetap terjaga.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat mejemuk yang menggambarkan
keragaman suku, budaya, dan agama. Dalam kondisi kemajemukan tersebut, bukan
tidak mungkin akan terjadi interaksi sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat
yang berbeda ras, suku dan bahkan keyakinan yang kemudian berlanjut pada
hubungan perkawinan.1 Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, namun
Pasal 2 UU perkawinan disebutkan bahwa sah atau tidaknya perkawinan ditentukan
oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap
perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif.2
Dengan demikian, perkawinan tidak hanya sekedar persoalan hukum negara,
tetapi juga menyangkut agama dan kepercayaan dari merekayang melangsungkan
perkawinan tersebut, sebab perkawinan merupakan “perbuatan sakral” sesuai dengan
ajaran agama yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan perkawinan beda agama,
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf c, disebutkan “seorang wanita yang
tidak beragama Islam” yang berarti seorang pria muslim tidak dapat melangsungkan
1Lihat Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h.197
2Menurut Penjelasan UU No.1/1974, perumusan Pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan di luar
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 tentang Perkawinan
2dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sedangkan Pasal 44 secara tegas
menyebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan
dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.3
Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia menjadi krusial karena
menyentuh persoalan keyakinan yang sanga tsensitif. Menurut pertimbangan Majelis
Ulama Indonesia (MUI), perkawinan beda agama bukan saja mengundang perdebatan
diantara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah
masyarakat. Karena itu, MUI mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan beda agama
adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab,
menurut qaul mu’ tamad, adalah haram dan tidak sah.4
Problem yang dilematis bagi pasangan yang berbeda agama adalah bagaimana
mempertahankan keyakinan agama masing-masing dalam pernikahannya. Tidak
dipungkiri akan terjadi ketegangan atau pertentangan dalam melakukan pilihan yang
akan dijadikan pedoman hidup yang bersumber dari keyakinan agama pasangan yang
berbeda agama. Pernikahan beda agama juga akan berdampak pada anak khususnya
bagiamana menentukan agama apa yang akan dianutnya. Bagi pasangan yang berbeda
agama tentu akan mengalami kesulitan untuk melakukan pilihan tuntunan ajaran
agama yang mana yang mesti diikuti pada saat kelahiran anak mereka.
3Lihat M.Idris Ramulyo,Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan
KHI (Jakarta: Bumi :Aksara, 1996), h. 28.
4Lihat Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa MUI No: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005
Tentang Pernikahan Beda Agama (Jakarta: Musyawarah Nasional VII MUI, 19-22 Jumadil Akhir
1426H. / 26-29 Juli 2005M), h. 1-4
3Kemungkinan yang terjadi, pasangan beda agama melakukan kesepakatan,
misalnya anak laki-laki mengikuti agama ayahnya dan anak perempuan mengikuti
agama ibunya, dan dilakukan ritual agama pada anak menurut kesepakatan tersebut.
Pada anak yang mengikuti agama ayah atau ibunya yang beragama Islam, dia tentu
perlu mendapatkan pendidikan Islam, bagaimana agar anak dapat menjalankan ibadah
menurut agama Islam, menjalankan shalat, berpuasa, dan ibadah lainnya, sementara
saudaranya yang mengikuti agama ayah atau ibunya yang beragama Kristen, ia harus
juga dididik agar dapat menjalankan ibadah dan aturan agama menurut agama
Kristen. “Kebingungan” patokan dasar seperti itu akan terjadi dalam pendidikan anak
didalam keluarga yang berbeda keyakinan agama.5
Dalam kondisi kehidupan yang dualisme tersebut, pasangan beda agama
belum tentu terhindar dengan berbagai permasalahan anak dikemudian hari, misalnya
yang terkait dengan masalah wali pernikahan, waris dan terutama permasalahan hak
asuh anak jika terjadi perceraian di antara mereka. Pasca perceraian kerap kali anak
yang menjadi korban dari keegoisan orang tuanya yang tidak memahami makna dari
perkawinan itu sendiri.
Perceraian atau talak yang dikenal juga dengan istilah gugat cerai adalah
pemutusan hubungan suami-istri dari hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah
menurut syariah Islam dan/atau sah menurut syariah dan negara. Perceraian adalah
hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil, terutama bagi
5Lihat Nurhayati Djamas, Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Islam (Jakarta:
Kementerian Hukum dan HAM, 2011), h. 92
4pasangan yang sudah memiliki keturunan. Dengan putusnya suatu perkawinan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde), maka akan ada akibat-akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya
adalah mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Kewajiban memberi nafkah dan memelihara anak tidak gugur dengan
terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa
fikih disebut dengan hadanah. As-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hadhanah ialah
melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan
atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz dan menyediakan sesuatu yang menjadi
akan kebaikannya, menjaganya dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik
jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan
memikul tanggungjawabnya.6
Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah satu-satunya aturan yang sangat jelas
dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas
anak, dimana Pasal 156 KHI dijelaskan akibat putusnya perkawinan:
Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya…Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dariayah atau ibunya. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anaktersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).7
6Lihat As-Sayyid Sābiq, Fiqh As-Sunnah, terjemahan Moh Thalib (Bandung:Al_Ma’arif,
1983), h. 160.
7Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Bagian ketiga.
5Ketentuan KHI diatas tampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena
hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya
diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama). Sedangkan untuk orang-orang yang
bukan beragama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri),
tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi
pihak yang menginginkan. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan antara lain;
pertama, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; kedua, bukti-bukti yang diajukan
oleh para pihak; serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai
kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut dalam mengurus
dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara
materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.
Berbeda halnya dengan pernikahan yang dilakukan dengan orang-orang beda
agama, untuk status hak asuhnya belum ada pedoman dan hukum yang jelas dalam
undang-undang yang mengatur tentang hak asuh anak dari perceraian beda agama.
Karena itu, pembahasan mengenai hadhanah dalam kasus perceraian beda agama
merupakan suatu hal yang sarat akan masalah, terutama yang berkaitan dengan
keberlangsungan agama yang diikuti oleh anak. Berdasarkan hal tersebut peneliti
bermaksud untuk meneliti “Konsep Hadhanah dalam Kasus Perceraian Beda Agama
dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang
menjadi pokok masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep
hadhanah dalam kasus perceraian beda agama dan penyelesaian menurut hukum
6Islam dan hukum positif, dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dapat
dikemukakan beberapa sub permasalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep hadhanah dalam perspektif hukum Islam dan hukum
positif?
2. Bagaimana status hadhanah dalam kasus perceraian karena beda agama?
3. Bagaimana penyelesaian hukum hadhanah dalam kasus perceraian beda
agama menurut hukum Islam dan hukum positif?
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan
1. Pengertian Judul
Judul penelitian ini adalah “Konsep Hadhanah dalam Kasus Perceraian Beda
Agama dan Penyelesaian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Judul
penelitian tersebut memiliki beberapa variabel yang perlu didefinisikan secara
konseptual untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap
konsep dalam judul penelitian tersebut.8 Berikut ini adalah beberapa pengertian yang
terkandung dalam judul penelitian.
a. Hadhanah
Pengertian al-hadhanah (ﺔﻧﺎﻀﺤﻟا) adalah menjaga anak dari segala hal yang
dapat membahayakan dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan
anak.9 Dalam istilah fikih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang
8Lihat MuljonoDamopolii,Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi,
Disertasi dan Laporan Penelitian (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 13
9Lihat Abu Ubaidillah Usamah bin Muhammad Al-jamal. Shahih Fiqih Wanita; Kajian
Terlengkap Fiqih Wanita Berdasarkan al-Qur’an dan Hadits-hadits Shahih, Penerjemah Arif Rahman
Hakim (Solo; Insan Kamil, 2015). h. 447.
7sama yaitu kafalah dan hadanah. Pengertian hadanah dan kafalah dalam arti
sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”.10 Berdasarkan pengertian
tersebut maka hadanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya
putus perkawinan.
b. Perceraian Beda Agama
Istilah “perceraian” yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan
disebut sebagai putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara
seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Dalam
KHI, perkawinan dapat putus karena; a). Kematian, b). Perceraian, c). Atas keputusan
pengadilan. Adapun bentuk-bentuk perceraian yaitu; talak (cerai talak), khulu’(cerai
gugat). Adapun yang dimaksud perceraian dalam pembahasan ini adalah berakhirnya
hubungan perkawinan dari sebuah hubungan perkawinan beda agama.
c. Hukum Islam
Menurut Ahmad Rofiq, hukum Islam adalah kaidah-kaidah hukum yang
didasarkan pada wahyu Allah. swt. dan sunnah rasul mengenai tingkah laku mukallaf
yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Hukum
Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islam
10Lihat Amir Syarifuddin.Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat
dan Undang-undang Perkawinan (Cet.5 Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 327.
8atau dalam konteks tertentu dari as-syariah al-Islamy. Dalam wacana ahli hukum
Barat istilah ini disebut Islamic law.11
d. Hukum Positif
Hukum positif atau ius constitutum adalah peraturan hukum yang berlaku
pada saat ini atau sekarang untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu.
Hukum positif atau ius constitutum merupakan hukum yang berlaku untuk suatu
masyarakat dalam suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Objek yang diatur dalam
hukum positif sekaligus merupakan subjek atau pelaku.12
Jadi, konsep hadhanah dalam kasus perceraian beda agama adalah
pemeliharaan atau pengasuhan anak yang masih kecil (mumayyiz) setelah terjadinya
perceraian oleh kedua orang tua yang berbeda agama dan keyakinan, di mana akibat
hukum terhadap anak dari perceraian beda agama adalah sama dengan akibat hukum
dari perceraian pada umumnya.
2. Ruang Lingkup Pembahasan
Ruang lingkup pembahasan penelitian ini sesuai dengan judul dan latar
belakang masalah yang difokuskan dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep
hadhanah dalam perspektif hukum Islam, bagaimana status hadhanah dalam kasus
11Pengertian Pakar, “Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam”, Situs Resmi
Pengertian Pakar. http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-
islam.html ( 29 Mei 2017)
12Temukan Pengertian, “Pengertian Ius Constitutum (Hukum Positif)”, Situs Resmi
Temukan Pengertian. http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-ius-constitutum-hukum-
positif.html?m=1 (4 November 2016).
9perceraian karena beda agama, dan bagaimana penyelesaian hukum hadhanah dalam
kasus perceraian beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam. Ketiga
rumusan masalah tersebut kemudian dianalisis berdasarkan data-data literatur ilmiah
dimana penelitian ini menggunakan metode library research.
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka atau penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengidentifikasi
kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitian yang dimaksud,
dan untuk memastikan bahwa, 1) pokok masalah yang akan diteliti belum pernah
dibahas oleh penulis lainnya, 2) menjelaskan bahwa hasil penelitian sebelumnya
tentang pokok masalahnya masih perlu dibahas atau dikembangkan lebih lanjut.13
Berdasarkan hasil kajian pustaka, ditemukan beberapa literatur dan hasil kajian para
akademisi mengenai pernikahan beda agama dan implikasinya.
1. Laporan akhir kompendium bidang Hukum Perkawinan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, menguraikan
berbagai pandangan atau pendapat para ahli tentang perkawinan beda agama
ditinjau dari perspektif agama, hukum, dan yurisprudensi. Pandangan atau
pendapat tentang perkawinan beda agama yang ditinjau dari perspektif agama
diambil dari agama yang diakui oleh negara dan berdasarkan banyaknya
pemeluk masing-masing agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu,
Budha, Aliran Kepercayaan, serta pandangan menurut adat. Selain itu,
13MuljonoDamopolii,Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah, h. 13-14.
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kompendium juga menguraikan pandangan atau pendapat tentang beda
perkawinan beda agama dari perspektif hukum dan yurisprudensi.14
2. Muhammad Olis dalam penelitiannya Hadhanah Pasca Perceraian Beda
Agama, menjelaskan bahwa Hukum Islam sudah mengatur dengan jelas
persoalan hadhanah. Para fuqaha secara mendasar sepakat bahwa hadhanah
adalah hak seorang ibu, ibunya ibu dan ke atas. Pemeliharaan seorang anak
oleh ibunya mulai dari lahir, menyusui, mengasuh hingga anak tersebut
mumayyiz. Baru setelah itu ketika ia boleh menentukan pilihan apakah akan
ikut ibu atau ayahnya. Sedang biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab
ayah anak tersebut.15
3. Nurrun Jamaludin dalam penelitiannya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak
Ḥaḍhānah Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama dalam Hukum
Positif, menyimpulkan bahwa aspek pemeliharaan dan pengasuhan anak
dalam hukum positif pada dasarnya tidak berbeda dengan konsep hadhanah
dalam hukum Islam, hanya saja dalam beberapa hal tentang pemeliharaan
anak hukum positif belum memberikan uraian secara rinci dan tegas hanya
menjelaskan “demi kepentingan terbaik anak”. Seperti syarat-syarat
melakukan pengasuhan dan kedudukan orang tua antara ibu dan ayah dalam
mendapat pengasuhan tidak disebutkan dengan jelas, hal inilah kurang sejalan
14Badan Pembinaan Hukum Nasional,Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya (Jakarta:
Kementerian Hukum dan HAM, 2011)
15Muhammad Olis, “Hadhanah Pasca Perceraian Beda Agama; Analisis tehadap putusan PA
Semarang”. Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut AgamaIslam Negeri Walisongo Semarang, 2009.
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dengan hukum Islam yang pada dasarnya memandang agama sebagai syarat
mutlak untuk mengukur gugur tidaknya orang tua atas pemeliharaan dan
pengasuhan terhadap anaknya yang belum mumayyiz, meskipun Syara’ telah




Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), dengan kajian
pustaka, yaitu dengan cara menulis, mengedit, mengklarifikasikan, mereduksi, dan
menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.17 Penelitian pustaka
yang di maksud yaitu pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku
yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.
2. Pendekatan Penelitian
Sejalan dengan jenis penelitian yang digunakan,maka pendekatan penelitian
ini adalah perundang-undangan. Menurut Marzuki, pendekatan undang-undang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkut
paut dengan kasus hukum yang diteliti.18
16Lihat Nurrun Jamaludin, “Tinjauan HukumIslam Terhadap Hak Ḥaḍhānah Bagi Anak Yang
Lahir Dari Keluarga Beda Agama dalam Hukum Positif”. Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2013
17Lihat Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta:Rake Sarasin, 1989), h. 77
18Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 93
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3. Sumber Data
Adapun sumber data penelitian hukum normatif dalam penelitian ini
diklasifikasikan berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.19 Primer
yaitu bahan-bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas norma atau kaidah
dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak; dan Kompilasi Hukum Islam.
Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti pendapat pakar hukumdan hasil penelitian hukum. Tersier yaitu bahan
yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
4. Metode Pengumpulan Data
Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian hukum lazimnya dikenal jenis
alat pengumpul data studi dokumen.20 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik pengumpulan data tersebut yang merupakan langkah awal dari setiap
penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.21
Dalam Tahap ini peneliti menganalisis konsep hukum normatif yang memuat
landasan teoretis hukum Islam tentang hadhanahyang bersumber dari kajian pustaka
(library research) dan peraturan perundang-undangan.
19Lihat Amiruddin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta:
Rajawali Pers, 2013), h. 118-119
20Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press (Jakarta: UI Press, 1986), h. 21,
66, dan 201.
21Amiruddin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 68
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5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data peneltian ini dilakukan secara induktif, berangkat dari analisis
data primer berupa hasil penelitian pustaka (library research) yang telah dianalisis,
kemudian dikorelasikan dengan pendekatan teori yang digunakan untuk menarik
kesimpulan umum. Tahap analisis terhadap data normatif terdiri atas (1) Evaluatif
yaitu melakukan penilaian terhadap rumusan norma didasarkan pada alasan-alasan
yang bersifat penalaran hukum (2) Interpretatif yaitu menggunakan jenis penafsiran
menurut perundang-undangan.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui konsep hadhanah dalam perspektif hukum Islam dan hukum
positif.
b. Untuk mengetahui hadhanah dalam kasus perceraian beda agama.
c. Untuk mengetahui penyelesaian hukum hadhanah dalam kasus perceraian beda
agama menurut hukum Islam dan hukum Positif.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam
pengembangan ilmu hukum/syariah khususnya melalui studi tentang konsep
hadhanah dalam kasus perceraian beda agama dan penyelesaian hukumnya.
b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis baik
untuk akademisi, mahasiswa pemerintah dan masyarakat sebagai literasi ilmiah
14
yang memberikan pemahaman tentang hukum Islam konsep hadhanah dalam
kasus perceraian beda agama dan penyelesaian hukumnya.
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BAB II
KONSEP HADHANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF
A. Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam
1. Pengertian Hukum Islam
Istilah hukum Islam atau al-hukmul al-Islam dalam al-Qur’an dan as-sunnah
tidak dijumpai, melainkan al-Qur’an dan as-sunnah menggunakan istilah as-syariah
yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah al-fiqh. Pada titik ini hukum Islam
dimaknai sebagi seperangkat norma hukum dan Islam sebagai agama yang berasal
dari wahyu Allah, sunnah Rasul-Nya dan ijtihad para ulil amri.1
Dalam uraian Munawar, Istilah hukum Islam merupakan terjamahan dari al-
fiqhal-Islamiy, atau dalam konteks tertentu juga disebut al-syariahal-islamiy. Istilah
ini dalam literatur Barat disebut Islamic Law, yang secara harfiah dikenal dengan
hukum Islam.2 Lebih lanjut Ahmad mengatakan bahwa al-syariah adalah hukum
yang sudah jelas nashnya, sedangkan al-fiqh adalah hukum yang zhanni, yang dapat
yang dapat dimasuki paham manusia.3 Perbedaan keduanya secara lebih rinci
diuraikan oleh Ali sebagai berikut:
1Lihat Said Agil Husain Al Munawar, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial (Cet. I; Jakarta:
PT.Permadani, 2004), h. 7.
2Said Agil Husain Al Munawar, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial. h. 7.
3Lihat Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. I;
Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 26
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a. Syariat, terdapat dalam al-Qur’an dan kitab-kitab Hadis, yaitu wahyu Allah dan
sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasul- Nya. Sedangkan fikih yang dimaksud
adalah pemahaman memenuhi syarat tentang syariat dan hasil pemahaman itu.
b. Syariat bersifat fundamental dan meppunyai ruang lingkup yang lebih luas
karena kedalamannya, oleh banyak ahli, dimasukkan juga akidah dan akhlak.
Fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang
mengatur perbuatan manusia, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum.
c. Syariat ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya berlaku abadi, fikih adalah
karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa.
d. Syariat hanya satu sedangkan fikih mungkin lebih dari satu misalnya seperti
adanya mazhab. Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih
menunjukkan keragamannya.4
Sementara itu menurut Syarifuddin dalam bukunya Hukum Islam dan
Peradilan Agama, apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum
Islam diartikan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul
tentang tingkah laku orang mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat
untuk semua umat yang beragama Islam dan dalam membina hukum Islam, al-
Qur’an selalu menjelaskan tiga hal:
a. Tidak memberatkan dan menyusahkan manusia karena itu hukum Islam tidak
membebankan di luar kemampuan manusia.
4Lihat Mohammad Daud Ali. Hukum Islam dan Peradilan Agama (Cet.IX; Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2000), h. 45.
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b. Tidak memperbanyak tuntutan karena itu jumlah ayat-ayat yang mengandung
hukum tidak banyak.
c. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum.5
Dengan demikian hukum Islam dapat didefinisikan sebagai keseluruhan
hukum Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Sudut
pandang pakar hukum Islam dalam banyak literatur membuktikan bahwa hukum
Islam adalah hukum yang dapat dijadikan tatanan dalam kehidupan. Hukum Islam
dalam dalam konteks ini dilihat dari dua aspek, yaitu hukum Islam sebagai ilmudan
hukum Islam sebagai produk ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran
pemikiran atau melalui ijtihad.
Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki,
sehingga menjadi kepentingan hidup bagi manusia perlu memperoleh perhatian demi
terwujudnya kemaslahatan yang hakiki tersebut. Kemaslahatan hakiki tersebut sulit
dicapai sebab antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait, yakni kembali
kepada kepentingan mendasar dan sangat diperlukan oleh manusia di dalam
hidupnya. Dalam upaya menjaga kemaslahatan, yang paling utama dilandaskan pada
lima pilar, maqasidus syariah:
a. Hifẓ ad-dīn (menjaga agama)
b. Ḥifẓ an-nafs (menjaga jiwa)
c. Ḥifẓ an-nasl (menjaga keturunan)
d. Hifẓ al-‘aql (menjaga akal)
5Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media,
2006), h. 198.
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e. Hifẓ al-māl (menjaga harta).6
Secara struktural menjaga agama menempati poin pertama mengalahkan
empat yang lain, maka semua hal yang mempunyai potensi destruktif terhadap agama
akan menjadi pertimbangan paling utama. Dalam kaidah fiqh juga disebutkan
menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat.7 Menolak
mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat, alasan mendahulukan
dalam menolak mafsadah dari pada mengambil maslahat tersebut karena
perhatiannya Allah (pembuat syariat) terhadap larangan larangannya itu lebih besar
dari pada perintah Allah terhadap perintah perintah-Nya. Perhatian yang dimaksud
yaitu sesuatu yang dilarang itu mutlak untuk tidak dikerjakan atau dihindari karena
setiap mukalaf pasti mampu untuk melakukan sedangkan sesuatu yang diperintahkan
itu dalam pelaksanaannya dibebankan berdasar kemampuan masing-masing mukalaf.8
2. Perspektif Hukum Islam tentang Hadhanah
a. Pengertian Hadhanah
Secara harfiah, istilah “hadhanah” (ﺔﻧﺎﻀﺤﻟا) berarti mengasuh, merawat,
memeluk.9 Selain kata dasar tersebut, menurut Syabiq, dasar dari kata hadhanah
dapat disandarkan pada kata al-Hidn yang berarti rusuk. Sedangkan secara
terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan istilah
6Lihat Al-Imam Abu Ishak Asy-Syatibi, al muwafaqat fi Ushul as-Syariah (Beirut: Dār Al-
Kutub Al-Islamiyah, tt), h. 88.
7Lihat A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum dalam Menyelesaikan
Masalah, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 29.
8Lihat Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqih (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 29.
9Lihat Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir; Kamus Arab Indonesia, (Cet.IV; Yogyakarta:
Pustaka Progresif, 1997), h. 274.
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hadhanah. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqh disebut
dengan hadhanah. Lebih lanjut Sabiq mendefinisikan hadhanah sebagai berikut:
Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupunperempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz , dan menyediakansesuatu yang menjadiakan kebaikannya, menjaganya dari suatu yangmenyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agarmampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.10
Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi,
pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam
tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga,
meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu
suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting
adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara
anak dan menghantarkanya hingga anak tersebut dewasa.11
Pengertian hadhanah juga dikemukakan oleh Syarbani, dalam kitab Al-Iqna,
sebagai berikut:
Usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu denganperkara- perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegah darisesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila,seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya,menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.12
Menurut ahli fiqh dalam uraian Jabir, memberikan arti hadhanah sebagai
“usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya,
menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga
10As-Sayyid Sābiq, Fiqh As-Sunnah, terj. Moh Thalib (Cet.VIII; Bandung: Al Ma’arif, 1983),
h. 160.
11Lihat Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001),
h.
12Muhammad Syarbani, Al-Iqna’, (Beirut :Dār Al-Fikr, tt), h. 489.
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ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim”.13
Sedangkan menurut Shidieqy, hadhanah adalah “mendidik anak dan mengurusi
sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak
mendidiknya dari mahram-mahramnya”.14
b. Klasifikasi dan Syarat-Syarat Hadhanah
Secara garis besar hak anak dikelompokan menjadi tujuh macam,15 di
antaranya sebagai berikut:
1) Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.
2) Hak anak dalam kesucian keturunan. Ini termasuk hal yang paling penting,
karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa
berikutnya. Seperti halnya dijelaskan dalam Q.S Al-Ahzab/33:5.
3) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4) Hak anak dalam menerima susuan. Ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S
Al Baqarah/2:233, dan Q.S Al-Qashash/28: 11,12,13.
5) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6) Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan. Hal ini sesuai dengan
firman Allah dalam Q.S Al-Isra/17 :34 dan Q.S An-Nisa/4: 2, 6, 10.
7) Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan.
13Lihat Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, Minhajul Muslim (ttp: Dar al-Syuruq, tth), h. 586
14Lihat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam (Jakarta:
Bulan Bintang), h. 92.
15Lihat Azwar Butun, Hak Dan Pendidikan Anak dalam Islam, (Jakarta: Fighati Anesia,
1992), h.75.
21
Untuk memenuhi semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna baik
jasmani maupun rohani yang berkaitan langsung pada pembinaan asuhan, perawatan,
dan pendidikan anak Bagi seorang hadhinah (pengasuh) yang menangani dan
menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya yaitu adanya kecukupan
dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini
tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanah-nya.




4) Amanah dan berbudi
5) Islam
6) Keadaan wanita (ibu) belum kawin
7) Merdeka.16
Berkaitan dengan batas umur hadhanah, merujuk pada pengertian hadhanah
yang telah dipaparkan di muka, bahwa masa atau batas umur hadhanah adalah
bermula dari saat ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan
pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut
telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan
jasmani maupun rohaninya.
Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa hadhanah tidak ada,
hanya saja ukuran yang dipakai adalah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri.
Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan
16As-Sayyid Sābiq, Fiqh As-Sunnah, h.165.
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mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat
memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa hadhanah adalah sudah habis
atau selesai.17
Terkait dengan orang yang berhak mengasuh, sebagian ahli Fiqh berpendapat
bahwa pengasuhan anak yang paling baik adalah apabila dilaksanakan oleh kedua
orang tuanya yang masih terikat oleh tali perkawinan. Apabila kedua orang tuanya
sudah bercerai maka dikembalikan pada peraturan yang ada.18 Tugas mengasuh lebih
diutamakan pada ibunya sampai anak itu mumayyiz. Setelah anak mumayyiz maka
anak tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih mampu, baik dari segi ekonomi
maupun dari segi pendidikan diantara keduanya. Jikalau keduanya mempunyai
kemampuan yang sama maka anak itu diberi hak untuk memilih yang mana di antara
kedua, ayah dan ibunya.19
Adapun urutan orang-orang yang berhak mendapatkan hak asuh tersebut,20
adalah sebagai berikut:
1) Dari pihak perempuan
a. Ibu anak
b. Nenek dari pihak ibu
c. Nenek dari pihak ayah
d. Saudara kandung perempuan anak
17As-Sayyid Sābiq, Fiqh As-Sunnah, h.173.
18Lihat Kamal Mukhtar Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Cet.I; Jakarta: Bulan
Bintang, 1974), h. 131.
19Lihat Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta:PT. Hidakarya Agam,
1957), h.146.
20Lihat Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 454-456.
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e. Saudara perempuan seibu
f. Saudara perempuan seayah
g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung atau seayah
h. Saudara perempuan ibu yang sekandung atau seibu dengannya
i. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
j. Anak perempuan dari saudar laki-laki sekandung, seibu atau seayah
k. Bibi sekandung, seibu, seayah dengan ayah
l. Bibinya ibu dari pihak ibunya atau ayahnya
m.Bibinya ayah dari pihak ayahnya atau ibunya
2) Dari pihak laki-laki
a. Ayah kandung anak
b. Kakek dari pihak ayah
c. Saudara laki-laki sekandung atau seayah
d. Anak laki-laki dari saudaralaki-laki sekandung atau seayah
e. Paman yang sekandung dengan ayah
f. Paman yang seayah dengan ayah
g. Pamannya ayah yang sekandung
h. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah
Kesimpulan yang dapat diuraikan dari pembahasan sebelumnya, bahwa dalam
hal terjadinya perceraian, maka hadhanah terbagi menjadi dua bagian. Pertama,
sebelum tamyiz, di mana bagi seorang anak ibunyalah yang berhak untuk menangani
masalah hadhanah selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Kedua, setelah
anak tersebut tamyiz sampai ia dewasa, atau mampu berdiri sendiri. Dalam usia
tamyiz itulah bagi diri si anak mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut
24
ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan
untuk memilih siapa yang ia lebih senangi.
c. Hukum Islam tentang Hadhanah
Hukum Islam pada dasarnya memandang agama sebagai syarat mutlak untuk
mengukur gugur tidaknya orang tua atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap
anaknya yang belum mumayyiz, meskipun syara’ telah memberikan haknya secara
eksplisit pada ibunya namun ketentuan itu bisa dikesampingkan dan diabaikan.
Hukum Islam klasik ataupun modern menjelaskan bahwa Agama/Aqidah merupakan
salah satu pertimbangan kelayakan untuk mengasuh anak yang berlandaskan pada
sudut syar’i yang mengedepankan maqasidu asy-syariah, di antaranya menjaga
keutuhan agama (hifz ad-din) dengan ditopang oleh hadis Rasulullah.
Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus di lakukan
oleh kedua orang tuanya, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana
dan kebinasaan baginya.21 Anak dalam konsep Islam merupakan karunia dan amanat
yang dititipkan Allah kepada manusia yang perlu dijaga dan dibina karena kelak akan
dimintai pertanggungjawabannya. Allah sendiri memerintahkan kepada hambanya
untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya
mereka mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi dari orang tua. Firman Allah Swt
dalam Q.S An-Nisā’/4:9 yang berbunyi:
                     
        




Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainyameninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang merekakhawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah merekabertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yangbenar.22
Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karenanya ia
membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang
mendidiknya. Pendidikan yang paling penting ialah pendidikan anak kecil dalam
pangkuan Ibu-Bapaknya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka
kepadanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya,
membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupan di
masa yang akan datang.
Ketika perpisahan antara Ibu dan bapaknya sedang mereka punya anak, maka
ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu dari pada bapaknyanya, sebab ibu lebih
mampu mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai
kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih
punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak, oleh karena itu dalam
mengatur kemaslahatan anak ibu diutamakan. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan
oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdulllah bin ‘Amr:
 نإو ,ءاﻮﺣ ﻪﻟ ىﺮﺠﺣو ءﺎﻘﺳ ﻪﻟ ﱙﺪﺛو ءﺎﻋو ﻪﻟ ﲎﻄﺑ نﺎﻛ اﺬﻫ ﲎﺑا ّنإ ,ﷲ لﻮﺳر  :ﺖﻟﺎﻗ ةاﺮﻣا ّنا
 ﻪﺑ ﻖﺣا ﺖﻧا ﷺ ﷲ لﻮﺳر ﺎﳍ لﺎﻘﻓ ,ّﲎﻣ ﻪﻋﺰﻨﻳ نا داراو ﲎﻘﻠﻃ ﻩ اﻰﺤﻜﻨﺗ ﱂ ﺎﻣ
Artinya:
22Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Media Fitrah Rabbani,
2011), h. 78
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Dari Umar r.a., bahwa seorang wanita berkata, “Ya Rasululah, sesungguhnyaanak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalahyang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapibapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula darisisiku”. Maka Rasullulah bersabda,”engkaulah yang lebih berhak akan anakitu, selagi belum menikah dengan orang lain.23
Dari hadis ini para ahli hukum Islam dan para imam mazhab sepakat bahwa
ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah selama ibu tersebut belum
menikah atau bersuami lagi. Ketentuan ibu ditetapkan sebagai orang yang pertama
dalam mengasuh anak paska perceraian, disebabkan sebagai ibu ikatan batin dan
kasih sayang cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah dan sentuhan tangan
keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan
mentalitas anak secara lebih kuat.24
Terhadap syarat asuhan, para ulama mazhab sepakat yaitu, dalam asuhan
diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri,
bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak
mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut
adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya.
Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.
Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang, apakah beragama Islam merupakan
syarat dalam asuhan. Imamiyah dan Syafi’iyah berpendapat; “seorang kafir tidak
boleh mengasuh anak yang beragama Islam”. Sedangkan mazhab-mazhab lainnya
tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa,
kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhan.
23Hafiz al-Aśqalāni, Terjemahan Bulūg al-Marām (Semarang: CV Toha Putra, 1985), h. 424.
24Lihat Masdar Farid Mas’ud, Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fikih Pemberdayaan.
(Bandung:Mizan,1997), h.151-152.
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Imamiyah berpendapat; “pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular.
Hambali juga berpendapat pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang
dan yang penting, dia tidak membahayakan si anak”.25
Seterusnya mazhab empat berpendapat bahwa “apabila ibu si anak dicerai
suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki, maka hak asuhnya menjadi gugur,.
Akan tetapi bila laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada si anak, maka hak
asuhan tersebut tetap ada. Imamiyah berpendapat: hak asuh bagi ibu gugur secara
mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya memiliki kasih
sayang kepada si anak maupun tidak.26
Hanafi, Syafi’i, dan Hambali berpendapat: apabila ibu si anak bercerai dengan
suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh si anak dicabut
kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena
perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu. Sedangkan Maliki mengatakan
bahwa, haknya tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.27
B. Hadhanah dalam Perspektif Hukum Positif
25Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011),
h. 417.
26Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h.416.
27Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 417.
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1. Hadhanah dalam Undang-Undang Perkawinan
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan masalah hadhanah.
Dalam Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, tentang akibat putusnya perkawinan karena
perceraian menerangkan kewajiban kedua belah pihak orang tua menjaga kepentingan
anak yang meliputi penghidupan dan pendidikan dan biaya pemeliharaan dan
pendidikan anak ditanggung oleh pihak ayah, yang berbunyi akibat putusnya
perkawinan karena perceraian ialah:
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada perselisihan
mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tidak dapat memberi
kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya
tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.28
Hal tersebut menerangkan bahwa, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang
perlu untuk menjamin terpeliharanya anak, walaupun masih dalam proses
persidangan. Sehingga dapat menjamin kesejahteraan dan terpeliharanya anak,
meskipun kedua orang tuanya sedang menjalani proses sidang perceraian. Tidak bisa
dipungkiri bahwa, perceraian merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh anak,
28Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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maka keadaan jiwa soarang anak pastilah terganggu dengan perceraian kedua orang
tuanya, sudah pasti di antara kedua orang tua wajib menjaga keadaan jiwa maupun
raga anak dalam rangka terpeliharanya si anak. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1)
dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik
anak:
a. Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya
b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun
perkawinan antara kedua orang tua putus.
Sementara dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, tidak diatur pembahasan mengenai hak asuh anak.
Akan tetapi, dalam Pasal 24 ayat (2) berbunyi “Selama berlangsungnya gugatan
perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat”:
a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami.
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan
anak.
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang
yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak
suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.29
Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
menurut Undang-undang Perkawinan, kedua orang tua mempunyai kewajiban
29Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU
No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai kawin atau mampu berdiri sendiri.
Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Dalam
hal ini Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang berkenaan dengan masalah
hadhanah, baik kepada ayah maupun ibu. Kewajiban hadhanah yang dimaksud di
atas adalah tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (cerai).
Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aspek
pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam hukum positif pada dasarnya tidak berbeda
dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, hanya saja dalam beberapa hal tentang
pemeliharaan anak dalam hukum positif belum memberikan uraian secara rinci dan
tegas hanya menjelaskan “demi kepentingan terbaik anak”. Seperti syarat-syarat
melakukan pengasuhan anak seorang pengasuh (haḍin) dengan anak yang diasuh
(mahḍun) akan tetapi orang tua yang mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian
tidak boleh memaksakan Agama pada anak “orang tua harus memberikan kebebasan
pada anak untuk beragama”.
2. Hadhanah dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Undang
Undang Perlindungan Anak
Selain Undang-Undang Perkawinan, ketentuan yuridis mengenai hadhanah
atau hak asuh anak juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai pentingnya
hak asuh anak guna mencapai tujuan perkembangan anak yang baik, maka UU No. 39
Tahun 1999 yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) menyebutkan bahwa:
Setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dantanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang
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berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaikbagi anak- anaknya”.30
Meskipun UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah
mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang
tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan
pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak
sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.
Mengenai Hak dan Kewajiban Anak kemudian diatur melalui UU No. 23 Tahun 2002
Pasal 4 sampai dengan pasal 18 dimana semua pasal itu menerangkan hak-hak yang
harus diterima sebagai anak.31 Di antara hak-hak anak itu antara lain adalah :
a. Pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,
berkembang  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.
b. Pasal 6 disebutkan bahwa setiap anak berhak beribadah menurut agamanya,
berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya,
dalam bimbingan orang tua.
c. Pasal 8 disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan
dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
d. Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan
dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
30Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
31Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
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e. Pasal 10 disebutkan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar
pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-
nilai kesusilaan dan kepatutan.
f. Pasal 13 disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali,
atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak
mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi
maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
ketidakadilan danperlakuan salah lainnya.
Selanjutnya dalam UU No. 23 Tahun 2002 disebutkan mengenai begitu
pentingnya peran orang tua terhadap kesejahteraan anak. Hal tersebut tercantum
dalam Pasal 26 dan Pasal 30. Disebutkan dalam pasal 26, pada prinsipnya orang tua
adalah sebagai subjek penting dalam pencapaian tumbuh kembang yang baik bagi
anak. Sedangkan dalam Pasal 30 mengenai kuasa hak asuh orang tua terhadap anak
dapat dicabut kuasa asuhnya, jika sebagai orang tua melalaikan tanggung jawabnya
terhadap kesejahteraan anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 26. Akan tetapi hal
tersebut tidak menghapuskan hubungan darah antara anak dan orang tua serta tidak
menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai penghidupan anak sesuai
dengan kemampuannya sebagaimana yang disebut dalam Pasal 32.
Mengenai Perlindungan Agama anak, diatur dalam Pasal 42 dan pasal 43 UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 42 ayat (1) berbunyi bahwa
“Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya, ayat (2)
Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti
agama orang tuanya. Lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) menyebutkan “Negara,
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pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin
perlindungan anak dalam menjalankan agamanya”, ayat (2) menyebutkan
perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan,
dan pengamalan ajaran agama bagi anak”.
3. Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam
Setelah sekian lama terjadi ketidaksepahaman antara hukum positif dengan
hukum Islam terutama dalam hal perkawinan, tercetus sebuah inisiatif untuk
mengkodifikasikan hukum-hukum Islam yang tersebar dalam berbagi kitab fiqh, yang
selanjutnya disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI).32 Dengan terbentuknya
KHI sebagai legalitas penerapan hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor I tahun 1991, dan Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991, maka KHI disusun dan disebarkan untuk
memenuhi kekosongan hukum materiil bagi orang-orang yang beragama Islam.33
KHI telah dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di
bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan di seluruh lingkungan instansi
Kemneterian Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait, serta masyarakat
yang memerlukannya. Mengenai masalah hadhanah dalam KHI diatur dalam
beberapa pasal tentang hukum perkawinan. Adapun hal-hal yang diatur dalam
masalah hadhanah adalah:
a. Pengertian Hadhanah
32Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Dirketorat Jendral Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998).
33Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 120.
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Pasal 1 (G) “Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh,
memelihara dan pendidikan anak hingga dewasa atau mampu bediri sendiri”.34
b. Kewajiban orang tua dalam hadhanah
Pasal 77 (3); “Suami istri memikul kewajiban untuk mengadakan (mengasuh)
dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.35
Pasal 80 (4); “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung (a) Biaya
rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan, anaknya, (b) Biaya
pendidikan bagi anak”.
c. Hadhanah setelah terjadinya perceraian
Pasal 105 ayat A dan C; Dalam hal terjadinya perceraian (a) Pemeliharaan anak
yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b)
Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.36
Atas dasar pasal di atas penguasaan anak akibat perceraian bagi anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun jatuh ke asuhan ibunya. Akan tetapi
setelah umur 12 tahun, anak diberi kekuasaan untuk memilih kepada siapa akan
tinggal. Adapun jika pihak ibu tidak ada atau meninggal, maka kekuasaan atas anak
telah diatur sesuai pasal 156 KHI (a) yaitu dengan urutan sebagai berikut :
a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
b. Ayah
c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
34Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, h. 84.
35Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, h. 105.
36Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, h. 113.
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d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
Adapun jika terjadi perselisihan tentang pengasuhan anak, pengadilan dapat
memutuskan berdasarkan pertimbangan pasal 156 (a) tentang pengasuhan anak jika
ibunya tidak ada atau meninggal, pasal 156 (b) tentang hak hadhanah anak yang
sudah mumayyiz untuk memilih ikut ayah atau ibunya dan pasal 156 (d) tentang




LANDASAN HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BEDA AGAMA
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan dan Perceraian
1. Perkawinaan dan Perceraian menurut Hukum Islam
Sebelum  membahas  pengertian  perceraian,  perlu  dikemukakan  makna
pernikahan, sebab perceraian merupakan bagian dari pernikahan dan tidak ada
perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Kata “nikah” juga diartiakn
sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan
resmi), dapat pula diartikan perkawinan.1 Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa
Arab disebut dengan dua kata, yaitu kata nikah (حﺎﻜﻧ) dengan zawaj (جاوز). Kedua
kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat
dalam al-Qur’an dengan arti kawin.
Ikatan perkawinan dalam Islam ditandai dengan sebuah akad (perjanjian) yang
kuat (mithaqan ghaliza). Akad nikah diartikan sebagai sebuah perjanjian yang
melibatkan Allah.Begitu pentingnya sebuah perkawinan dalam Islam, Nabi
Muhammad menyuruh kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad:
ﲏﻣ ﺲﻴﻠﻓ ﱴﻨﺳ ﺐﻏر ﻦﻤﻓ ﱴﻨﺳ حﺎﻜﻨﻟا
Artinya:
Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahkumaka ia bukan golonganku (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.).
1Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bandung: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 689.
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Sementara itu istilah perceraian dalam perspektif hukum Islam sering disebut
sebagai “talak” yang berasal dari kata “itlaq” yang menurut bahasa artinya
“melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’, talak yaitu melepas tali
perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.2 Menurut ensiklopedi Islam di
Indonesia, talak adalah pemutusan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami
terhadap istri dengan menggunakan lafad “talak” atau yang seumpamanya. Dalam
bahasa Indonesia dipakai juga istilah cerai atau “perceraian” yang sesungguhnya
mempunyai pengertian yang lebih luas dari talak.3
Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan
rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan perkawinan
dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Menurut Al-Jaziry, talak adalah
“menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan
menggunakan kata-kata tertentu.4 Sedangkan menurut Al-Anshariy, talak adalah
“melepas tali akad nikad dengan kata talak dan yang semacamnya”.5
Menurut Anshori dalam uraian Syaifuddin dalam bukunya Hukum Perceraian,
menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami
dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran
dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada isteri yang biasanya bertindak atas dasar
2Lihat Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 191.
3Departemen Agama RI, Ensiklopedia Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1993), h.1182.
4Lihat Abdurrahman Al Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Qism Ahwal al-
Syakhshiyyah (Mesir: Dar al-Irsyad, tth), Juz 4, h. 249.
5Lihat Abu Zakariya Al-Anshariy, Fath al Wahhab (Singapura: Sulaiman Mar’i, tth), Juz 2, h.
72.
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emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi dari
pada jika hak talak diberikan kepada isteri.6
Perceraian atau talak yang kemungkinan bisa terjadi dalam suatu kehidupan
rumah tangga itu disebabkan karena empat hal yaitu:
a. Terjadinya nusyuz dari pihak suami
b. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri
c. Terjadinya perselisihan atau percekcokan antara suami dan isteri, yang dalam
al-Qur’an disebut syiqaq.
d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fakhisyah, yang
menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.7
Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan
suami isteri yang dihalalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak
memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara’. Terhentinya hubungan
perkawinan dalam hal ini ada tiga macam, yaitu:
a. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah menyamakan isterinya
dengan ibunya (dinamakan zhihar).
b. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah bersumpah untuk tidak
menggaulu isterinya dalam masa-masa tertentu (dinamakan ila’).
c. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah menyatakan sumpah atas
kebenaran tuduhan terhadap isterinya yang berbuat zina sampai selesai proses
li’an dan perceraian dimuka hakim (dinamakan li’an).8
6Lihat Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
h. 118.
7Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 269-273.
8Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, h. 198.
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Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian,
tetapi bukan berarti ajaran Islam menganjurkan terjadinya perceraian dari suatu
perkawinan. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah,
perceraian diizinkan dalam syariah. Suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi
dalaam Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan
dengan asas-asas Hukum Islam. Dalam Hadist Rasulullah saw bersabda:
 ٍر َ ِد ِﻦْﺑ ِبِرﺎَُﳏ ْﻦَﻋ ،ٍﻞِﺻاَو ِﻦْﺑ ِفِّﺮَﻌُﻣ ْﻦَﻋ ،ٍﺪِﻟﺎَﺧ ُﻦْﺑ ُﺪﱠﻤَُﳏ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ،ٍﺪْﻴَـﺒُﻋ ُﻦْﺑ ُﲑِﺜَﻛ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ ،
 :َلَﺎﻗ ﷺ ِِّﱯﱠﻨﻟا ِﻦَﻋ ،َﺮَﻤُﻋ ”ﺎَﻌَـﺗ ِﱠ ا َﱃِإ ِلَﻼَْﳊا ُﺾَﻐْـﺑَأ ُقَﻼﱠﻄﻟا َﱃ
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin ‘Ubaid, telah menceritakankepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu’arrif bin Waashil, dariMuhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu ‘Umar radhiyallaahu ‘anhuma, dari NabiShallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenciAllah adalah thalaq (perceraian).” (Sunan Abu Daawud 3/505)
Dari hadis tersebut, Hukum Islam menyimpulkan bahwa perceraian itu
walaupun diperbolehkan oleh agama tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu
alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri,
apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat
mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.
Berdasarkan dalil al-Qur.an dan Hadist Rasulullah saw, maka para ulama dari
keempat Mazhab Hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam
Syarah Al Kabir disebutkan ada lima kategori perceraian, antara lain:
a. Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq
b. Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan
membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk
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mendamaikannya, berdasarkan hadis: “Hal halal yang paling dimurkai Allah
adalah perceraian.”
c. Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak
buruk (suul khuluq al-mari.ah), dan dengan demikian kemungkinan akan
membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
d. Hukumnya mandub jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah
yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina).
e. Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat bulannya datang.9
Sebenarnya hukum Islam sudah terlebih dahulu menetapkan bahwa alasan
perceraian ada satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan
membahayakan keselamatan jika yang disebut syiqaq.10Dalam tafsir Al Misbah
dijelaskan bahwa jika kamu wahai orang-orang bijak dan bertakwa, khususnya
penguasa, khawatir akan terjadi persengketaan antar keduanya, yakni menjadikan
suami dan istri masing-masing mengambil arah yang berbeda dengn arah
pasangannya sehingga terjadi perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang
hakam yakni juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut dengan baik.11
Menurut Qardawi bahwa talak termasuk kemaslahatan jika talak itu
diserahkan kepada pengadilan (mahkamah), karena tidak setiap hal yang menjadi
penyebab talak itu tergolong sesuatu yang boleh dibeberkan ke pengadilan, yang
9Lihat Basri Iba Asghary dan Wadi Mastsuri. Perkawinan dalam Syariat Islam (Cet.II;
Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 82-83.
10Secara etimologi, syiqaq artinya perpecahan, perselisihan. Ahmad Warson Munawir, Al-
Munawir; Kamus Arab Indonesia, h. 733
11Lihat Muhammad Quraish Shihab. Tafsir al-Misbah (Lentera Hati: Ciputat, 2003), h. 413
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nanti akan selalu dibicarakan oleh para pengacara dan panitera, yang pada akhirnya
menjadi buah bibir orang.12
Sedangkan menurut Manan, jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak
di antara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam
rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka tapi hendaklah
menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu. Jika usaha ini tidak berhasil
dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilaksanakan. Itupun dengan pertimbangan
rumah tangga tersebut tidak ada manfaat untuk diteruskan lagi, lebih besar mudharat-
nya apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan.13
2. Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I – Tentang Perkawinan,
menjelaskan bahwa hakikat perkawinan sesungguhnya adalah ibadah dan untuk
mentaati perintah Allah swt, dengan tujuan membentuk hubungan yang harmonis
dalam suatu ikatan rumah tangga:
Pasal 2; Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yangsangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah danmelaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3; Perkawinan bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, danrahmah.14
12Yusuf al Qardawi, Malamih al Mujtama’ al Muslim Alladzi Nansyuduhu (Kairo: Maktabat
Wahbah, 2001), h 248.
13Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama (Jakarta:
Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 132.
14Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam
Departemen Agama, 2001.
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Demikian halnya tujuan hukum Islam tentang pernikahan juga sejalan dengan
konstruksi hukum positif di Indonesia sebagaimana eksistensi Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dipertegas melalui PP
Nomor 9 Tahun 1975. Adapun tujuan pernikahan menurut konsep Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 diuraikan sebagai berikut:
Pasal 1; Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang wanita denganseorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluargayang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.15
KHI sesungguhnya mengakomodasi hukum positif perkawinan yang berlaku
di Indonesia. Secara paradigmatik, KHI tentang perkawinan merefleksikan dua
konteks hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam yang dalam implementasinya
saling mengisi satu sama lainnya.16 Hal ini tercermin dalam beberapa Pasal KHI
antara lain:
a. Pasal 4; Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b. Pasal 7, ayat (3) huruf e); Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
c. Pasal 15 ayat (2); Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun
harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4)
dan (5) UU No.1 Tahun 1974.
Terkait dengan perceraian, dalam Pasal 113 KHI, menggunakan istilah
“putusnya pernikahan” dengan tiga indikator, yaitu kematian, perceraian, dan atas
15Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
16Sejumlah pasal lain dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyinggung hukum positif
perkawinan, misalnya Pasal 68, 69, 70, dan 71.
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putusan pengadilan.17 Pasal 114 KHI, selanjutnya membagi dua bentuk perceraian,
yaitu perceraian yang terjadi karena talak yang diajukan pihak suami dan juga
gugatan perceraian dari pihak istri. Sementara itu Pasal 115 KHI, perkara perceraian
(talak dan gugat cerai),18 menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Dengan demikian KHI mengamanatkan kepada Pengadilan Agama, dalam hal
ini hakim, untuk menjalankan perannya secara optimal menyelesaikan perkara
perceraian, dengan kalimat penegasan bahwa “setelah Pengadilan Agama berusaha
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dengan kata lain hakim
sesungguhnya berfungsi sebagai mediator yang diharapkan mampu memediasi kedua
pihak (suami-istri) yang berperkara dengan berupaya tidak mengakhiri perkara itu
melalui keputusan akta cerai meskipun ini sering dianggap sebagai jalan terbaik bagi
yang berperkara (suami-istri).
Pasal 116 KHI, diuraikan beberapa alasan-alasan perceraian, yang kemudian
menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan sebuah keputusan atas
perkara perceraian yang ditanganinya.
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan;
17Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan
Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
18Uraian lengkap tentang pengertian talak dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal,
117 sampai 122.
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b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain
e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
g. Suami melanggar taklik talak
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan
dalam rumah tangga.19
Pertimbangan hakim Pengadilan Agama juga perlu mengidentifikasi atau
menganalisis secara mendalam sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya konflik
rumah tangga yang berujung perceraian, baik talak yang diajukan suami maupun
gugatan cerai dari istri. Pasal 134 KHI, misalnya menegaskan bahwa gugatan
perceraian dapat diterima apabila Pengadilan Agama telah cukup jelas mengetahui
sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga
serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.20
19Disalin dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama
Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
20Uraian lengkap tentang pengertian gugatan perceraian dijabarkan dalam Kompilasi Hukum
Islam, Pasal, 132 sampai 146.
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B. Perkawinan dan Perceraian Beda Agama
1. Landasan Hukum Keharaman Perkawinan Beda Agama
Secara teoritis, perkawinan beda agama dipahami sebagai perkawinan antara
dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan
agamanya.21 Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, menurut Ali pengertian
perkawinan beda agama “adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria atau
wanita muslim dengan seorang pria atau wanita non Islam”.22
Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa pernikahan beda
agama dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama, calon isteri beragama Islam,
sedangkan calon suami tidak beragama Islam, baik ahlul kitab ataupun musyrik, dan
Kedua, calon suami beragama Islam, sedangkan calon isteri tidak beragama Islam,
baik ahlul kitab ataupun musyrik. Namun kemudian timbul permasalahan yang pelik
karena dalam banyak kasus di masyarakat, sebab hukum pernikahan beda agama
bersifat multitafsir bahkan mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam.
Masyarakat Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan beda agama
terbentur dengan Undang-Undang Perkawinan No I tahun 1974 yang tidak
mengakomodir persoalan perkawinan beda agama. Perkawinan campur yang
dimaksud dalam pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang Indonesia tunduk
pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena
perbedaan agama. Pasal 2 ayat ( 1) UUP menegaskan ”Perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya”.
21Lihat Eoh, O.S. Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 1996), h. 36.
22Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, h. 34.
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Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak jelas pihak yang
diberikan kewenangan untuk menafsirkan hukum agama atau kepercayaan mana yang
berlaku dalam perkawinan. Dasar hukum dalam teks al-Qur’an yang dikuatkan fatwa
MUI tahun 2005 menjadikan perkawinan beda agama sesuatu yang mustahil di
Indonesia. Dalam hal ini Keputusan Fatwa MUI menegaskan bahwa “Perkawinan
beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita
Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.23
Mengenai larangan nikah beda agama, dalam al -Qur’an membagi hukum
perkawinan beda agama menjadi tiga golongan. Pertama, perkawinan antara seorang
laki- laki muslim dengan perempuan musyrik, sebagaimana firman Allah dalam QS.
Al-Baqarah/2:221.
                      
                   
                            
      
Terjemahannya:
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum merekaberiman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanitamusyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkanorang-orang musyrik (dengan wanita- wanita mukmin) sebelum merekaberiman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allahmengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkanayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya merekamengambil pelajaran.24
23Keputusan Fatwa Majenlis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005
Tentang Perkawinan Beda Agama. Keputusan dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22
Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M.
24Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 35.
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Menurut al-Tabari, sebagaimana juga disepakati oleh
Abduh,25 yang dimaksud dengan mushrikah adalah dari bangsa Arab saja, hal itu
karena bangsa Arab pada waktu turunnya wahyu tidak mengenal kitab suci dan
mereka menyembah berhala . Maka melalui pendapat ini, laki-laki Muslim
diperbolehkan menikah dengan perempuan mushrikah dari non Arab, seperti Cina,
India dan lain sebagainya. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat berbeda.
Menurut mereka semua musyrikah baik itu dari bangsa Arab maupun non Arab selain
ahl al-Kitab ( Kristen atau Yahudi) dilarang dan haram untuk dinikahi.26
Kedua, perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-
Kitab. Dasar kebolehannya adalah QS. Al -Maidah/5:5
                   
                       
                   
          
Terjemahannya:
“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan)orang- orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal(pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjagakehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yangmenjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelumkamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksudmenikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannyagundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerimahukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamattermasuk orang-orang merugi”.27
25Lihat Rasyid Ridla, Tafsir al-Manar Vol.VI (Cairo: Dar al-Manar, 1367 H), h. 187-190.
26Masyfuk Zuhdi, Masa’il Fiqhiyah (Jakarta: Haji Mas Agung, 1991), h. 105.
27Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107.
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Cendekiawan muslim memiliki kriteria berbeda tentang perempuan ahl al-
Kitab tersebut. Menurut Imam Syafi’i kriteria ahl al-Kitab yang boleh dinikahi adalah
apabila nenek moyang dari perempuan ahl al-Kitab tersebut beragama Nasrani atau
Yahudi.28 Kriterisa yang demikian selaras dengan perkawinan beda agama yang
dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan beberapa sahabat. Dalam sirah nabawiyyah,
Nabi Muhammad, menikah dengan Maria al-Qibthiyah seorang perempuan Nasrani,
hadiah dari seorang raja Mesir bernama Muqauqis.29
Ketiga, perkawinan antara seorang perempuan Muslimah dengan laki-laki
non-Muslim. Dasarnya adalah QS al-Baqarah/2: 221; “dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman”. Pada poin ini,
mayoritas ulama melarang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-
Muslim. Seperti yang dikatakan oleh Qardhawi bahwa pelarangan ini memberikan
penegasan untuk menjaga iman perempuan Muslimah tersebut.30 Hal ini karena
karakter perempuan mudah terpengaruh sehingga dikhawatirkan perempuan
Muslimah tersebut terperdaya oleh agama suami.
Dari penjelasan beberapa ayat di atas, dapat diketahui bahwa awal mulanya
perkawinan beda agama diperbolehkan oleh Allah. Akan tetapi, dalam perkembangan
Islam selanjutnya, perkawinan beda agama tersebut dilarang, meskipun bagi laki-laki
Muslim. Pelarangan ini bermula ketika zaman khalifah Umar ibn Khattab. Hal ini
28Imam Ghazali dan A. Ma’ruf Asrori, ed., Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual
Hukum Islam (Surabaya: Diantara, 2004), h. 433-437.
29Lihat Karen Amstrong, Muhammad Sang Nabi; Sebuah Biografi Kritis, (Surabaya: Risalah
Gusti, 2002), h. 431-432.
30Lihat Tim Redaksi Tanwirul Afkar, Fiqih Rakyat Pertautan Fiqih Dengan Kekuasaan
(Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 283.
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seperti yang dikemukakan oleh Rawwas dalam uraian Karsayuda, bahwa pelarangan
Umar mengenai perkawinan beda agama adalah karena dua pertimbangan.
Pertama, Anak-anak mereka paling sedikit akan terpengaruh dengan agamaibunya. Umar beranggapan bahwa istri yang berasal dari ahl al-Kitabmerupakan satu sandungan bagi kelangsungan rumah tangga. Umar khawatirrumah tangga tersebut nantinya akan ada pertentangan hanya kerenaperbedaan keyakinan. Kedua, Laki-laki Muslim lebih tertarik kepadaperempuan ahl al-Kitab sehingga perempuan muslimah tergeser olehperempuan ahl al-Kitab.31
Lebih lanjut, Karsayuda mengatakan bahwa secara metodologi usul fiqh, yaitu
ketika ’illat suatu nash tidak dijumpai lagi pada suatu objek hukum, maka hukum
tersebut tidak dapat lagi diterapkan pada objek hukum tersebut. Dalam kasus
perkawinan beda agama ini, ’illat yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi
perempuan ahl al-Kitab agar mereka bisa dibujuk untuk masuk ke dalam agama
Islam.32 Hal ini sejalan dengan fatwa keharaman perkawinan beda agama oleh MUI
yang menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab, berdasar qaul
mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.
Fatwa MUI tentang keharaman perkawinan beda agama paling tidak
mencakup beberapa hal, yaitu (1) Perkawinan wanita Muslimah dengan lelaki non
Muslim adalah haram hukumnya (2) Seorang lelaki Muslim dilarang berkawin
dengan wanita non Muslimah. Tentang perkawinan antara lelaki Muslim dengan
wanita Ahl al-Kitāb terdapat perbedaan pendapat. Setelah memperhatikan
31M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum
Islam (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 82.
32M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum
Islam (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 82.
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mafsadatnya lebih besar daripada mashlahatnya, maka MUI menfatwakan
perkawinan tersebut hukumnya haram.33
Dapat dipahami bahwa pernikahan seorang Muslim dan non Muslimah,
khususnya Ahl al-Kitāb pada awalnya boleh dan legal, tetapi karena suatu
pertimbangan siyāsah shar‘iyyah, dan demi menutup pintu munculnya fitnah dan
bahaya yang lebih besar yang bertentangan dengan maqāṣid al-syar’iyyah, maka
kebolehan itu diperketat, bahkan ditutup. Bagi pihak tertentu yang mempunyai
pemahaman dan komitmen keislaman yang lebih baik dan atas dasar pertimbangan
maslahat yang lebih besar serta langkah preventif terhadap mafsadat, maka hal itu
tetap dibolehkan dengan syarat yang ketat. Akan tetapi demi maslahat pula, MUI
tidak patut menfatwakan kebolehan tersebut. Fatwa pelarangannya dapat dipahami,
yaitu karena posisinya sebagai lembaga yang tidak hanya mewakili individu atau
kasus tertentu saja, melainkan sebagai pelayan masyarakat (khādim al-ummah)
Muslim Indonesia.
2. Perspektif UU Perkawinan dan KHI tentang Perkawinan Beda Agama
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perkawinan dianggap sah
apabila diakui oleh negara. Diakui oleh negara berarti harus telah memenuhi syarat-
syarat dan acara-acara yang ditentukan oleh hukum positif. Mengenai perkawinan
antar orang yang berbeda agama, apabila diteliti pasal-pasal dan penjelasan UU
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur
secara tegas mengenai perkawinan antar orang yang berbeda agama tersebut.
33Lihat Keputusan Fatwa Majenlis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/MUNAS
VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Keputusan dalam Musyawarah Nasional VII
MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M.
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Jika dicermati maka hanya dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pasal pun,
baik secara tersurat maupun tersirat, yang melarang dilakukannya perkawinan antar
orang yang berbeda agama. Hanya ada dua pasal dalam UU Nomor 1 tahun 1974
tersebut yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu: Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.
Menurut Yusuf, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
tersebut, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya. Yang dimaksud dengan hukum agamanya dan
kepercayaannya itu termasuk juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi
golongan agamanya dan kepercayaannya tersebut sepanjang tidak bertentangan. Hal
ini berarti, undang-undang menyerahkan kepada setiap agama untuk menentukan
cara-cara dan syarat-syarat pelaksanan perkawinan tersebut disamping cara-cara dan
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh negara.34
Pasal 8 (f) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan
bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh
agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Berdasarkan pasal 2 ayat
(1) jo 8 (f) UU Nomor 1 tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan
diperbolehkan atau tidaknya perkawinan antar orang yang beda agama tergantung
kepada hukum agama itu sendiri. Pembuat undang-undang agaknya menyerahkan
persoalan tersebut sepenuhnya kepada ketentuan agama masing-masing pihak.
34Lihat Muhammad Yusuf, “Pendekatan al-Mashlahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang
Pernikahan Beda Agama”. Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 99-107.
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Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit
dalam Undang-undang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan
terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka
status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas. Berbeda dengan ketentuan
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 40 ayat (c) dilarang perkawinan antara seorang
wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam.35 Larangan
perkawinan tersebut dalam KHI, mempunyai alasan yang cukup kuat, yakni dari segi
hukum positif, bisa dikemukakan dasar hukumnya antara lain Pasal 2 ayat (1) UU
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena itu, pemerintah berhak membuat
peraturan yang melarang perkawinan antara seorang beragama Islam (pria/wanita)
dengan seorang yang tidak beragama Islam (pria/wanita) apapun agamanya.
Demikian halnya umat Islam Indonesia berkewajiban mentaati larangan
pemerintah itu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Komplikasi Hukum Islam
(KHI) Pasal 40 bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
denagn seorang wanita karena keadaan tertentu, khusunya pada ayat (c) “seorang
wanita yang tidak beragama Islam”. Selain itu dalam Pasal 44 KHI juga dikemukakan
bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang
pria yang tidak beragama Islam”.
3. Implikasi Sosiologis Pernikahan dan Perceraian Beda Agama
Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian
hukum nasional, karena perkawinan campuran menurut UU Perkawinan disebut
35Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Dirketorat Jendral Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998)
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sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. Akan tetapi perkawinan
beda agama di masyarakat sering pula disebut sebagai perkawinan campuran. Dalam
masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan
diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan.36
Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama
itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan
bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan
dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama
masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara
seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.
Banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat, seperti perkawinan
antara artis Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Katon Bagaskara dengan Ira
Wibowo, Yuni Shara dengan Henri Siahaan, Adi Subono dengan Chrisye, Ari
Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Dedi Kobusher dengan Kalina, Frans dengan
Amara, Sonny Lauwany dengan Cornelia Agatha, dan masih banyak lagi.37
Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak
terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan
menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan
bagi rakyatnya.
36Lihat Yanto Jaya, Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang dan Putusan
Pengadilan (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2011), h. 37
37Yanto Jaya, Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang dan Putusan Pengadilan,
h. 3.
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Ada beragam pendapat dari para ahli hukum mengenai kasus perkawinan beda
agama, di antaranya seperti pendapat Daud Ali yang dikutip oleh Nurhayati Djamas,
menyatakan bahwa:
a. Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dengan berbagai cara
pengungkapannya sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang diakui
keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia.
b. Perkawinan orang-orang yang berbeda agama mengandung konflik pada dirinya
dan merupakan penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut
hukum agama dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di tanah air.38
Pendapat Zakiyah Darajat yang menyatakan bahwa “pasangan beda agama
bukan hanya menyangkut masalah hukum dan agama, namun menghadapi banyak
masalah yang rumit”. Lebih lanjut mengenai dampak dari pernikahan sekaligus
perceraian dalam kasus beda agama dijelaskan dalam karya tulis Nurhayati Djamas,
berjudul “Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Islam”.39 Beberapa dampak
tersebut antara lain:
a. Dampak terhadap Kehidupan Rumah Tangga
Agama merupakan keyakinan hidup paling mendasar yang memberikan
pedoman dan tuntunan dalam mengelola kehidupan penganutnya. Bagi
pasangan yang berbeda agama dan tetap mempertahankan keyakinan agama
masing-masing dalam pernikahannya, tidak dapat dipungkiri tentu akan terjadi
ketegangan atau pertentangan dalam melakukan pilihan yang akan dijadikan
38Lihat Nurhayati Djamas.Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Islam (Jakarta:
Kementerian Hukum dan HAM, 2011), h. 90.
39Nurhayati Djamas. Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Islam, h. 90-92.
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patokan dalam mengelola kehidupan perkawinan dan rumah tangganya. Bisa
jadi, untuk menghindari pertentangan atau ketegangan dengan pasangannya,
salah satu pihak bisa saja mengalah. Situasi seperti itu seringkali sulit untuk
dipertahankan.
b. Dampak terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama
Anak yang dilahirkan belum dapat menentukan agama apa yang akan
dianutnya. Namun, ajaran masing-masing agama pada saat kelahiran anak
sudah jelas. Menurut tuntunan ajaran Islam, anak yang baru dilahirkan
disunatkan untuk diazankan dan diiqamatkan oleh ayahnya, selanjutnya
dilakukan aqiqah dan pemberian nama yang baik sesuai tuntunan Rasul. Bagi
pasangan yang berbeda agama tentu akan mengalami kesulitan untuk
melakukan pilihan tuntunan ajaran agama yang mana yang akan diikuti pada
saat kelahiran anak mereka. Pilihan agama untuk anak di kemudian hari tidak
dapat menghindari permasalahan pada anak, misalnya yang terkait dengan
masalah wali pernikahan, waris dan sebagainya.
c. Pendidikan pada Anak
Dualisme pedoman hidup yang bersumber dari keyakinan agama pasangan
yang berbeda agama akan menimbulkan “kebingungan” patokan yang akan
dijadikan dasar dalam pendidikan anak. Apalagi bila pada anak-anak pasangan
berbeda agama tersebut juga dilakukan penetapan agama yang berbeda pada
anaknya, misalnya pada anak yang mengikuti agama ayah atau ibunya yang
beragama Islam, dia tentu perlu mendapatkan pendidikan agama Islam,
bagaimana pendidikan agar anak dapat menjalankan ibadah menurut agama
Islam, menjalankan shalat, berpuasa, dan ibadah lainnya, sementara saudaranya
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yang mengikuti agama ayah atau ibunya yang beragama Kristen, ia harus juga
dididik agar dapat menjalankan ibadah dan aturan agama menurut agama
Kristen.
d. Masalah Waris dan Harta Bersama dalam Perkawinan
Harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia dapat dilihat dari dua
jenis harta. Pertama, jenis harta bersama, yakni harta yang didapat selama
perkawinan, demikian menurut Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 35. Kedua, adalah harta peninggalan atau warisan. Mengenai
harta bersama suami/isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
sesuai ketentuan Pasal 36 undang-undang tersebut. Sedangkan pada pasal 37
disebutkan "Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama
diatur menurut hukumnya masingmasing”. Dalam hal ini bila suami isteri
menganut agama yang sama tentu tidak ada masalah terkait aturan hokum yang
akan digunaka. Tetapi bila sebaliknya yakni suami dan isteri tunduk pada
hukum yang berbeda tentu akan dapat menimbulkan konflik diantara mereka.40
e. Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan
Waris dan perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat, karena hampir
semua perkawinan berurusan dengan harta. Pembagian harta bersama karena
salah satu dari pasangan suami atau isteri meninggal dunia bervariasi
tergantung hukum yang dianutnya. Sedangkan hukum kewarisan yang berlaku
sekarang masih beraneka ragam, ada yang tunduk pada hukum waris Burgerijk
Wetboek, seperti mereka yang beragama Kristen, dan ada yang mengacu pada
aturan agamanya, khususnya fara' id bagi yang beragama Islam. Bagi pasangan
40Nurhayati Djamas. Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Islam, h. 92-94
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yang sama-sama beragama Islam, pengaturan pembagian waris mengacu
kepada Kompilasi Hukum Islam.
Menurut hukum Islam, isteri yang beragama Islam tidak berhak mendapat harta
warisan suami yang tidak beragama Islam, demikian pula suami yang beragama
Kristen tidak berhak mendapat harta peninggalan isterinva yang beragama
Islam. Karena perbedaan agama itulah kedua belah pihak tidak saling mewarisi
harta peninggalan dari pasangannya. Perbedaan hukum waris juga berlaku
terhadap anak-anak yang lahir dari pasangan yang berbeda agama. Oleh karena
itu pasangan suami isteri yang berbeda agama dimana salah satunya beragama
Islam, kemungkinan mengalami perbenturan dalam pembagian waris, karena
mereka tunduk pada hukum yang berbeda dan karena itu tidak bisa saling
mewarisi.
f. Gangguan terhadap hubungan antar umat beragama
Pelaksanaan perkawinan beda agama tidak jarang menimbulkan gangguan
dalam hubungan dengan komunitas agama yang lebih luas, terutama karena
sebagian besar masyarakt Indonesia masih bersifat komunal. Masalah yang
timbul dari perkawinan beda agama tersebut terkait dengan sensitifitas,
sentiment dan harga diri yang berhubungan dengan jati diri kelompok.
Disamping itu, juga sering terjadi sengketa komunal yang melibatkan kelompok
agama berbeda berkaitan dengan masalah pemakaman mereka yang pindah
agama akibat perkawinan saat yang bersangkutan meninggal dunia. Sering




PENYELESAIAN HUKUM HADHANAH DALAM KASUS
PERCERAIAN BEDA AGAMA
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Hukum Perceraian Beda Agama
1. Gugatan Perceraian melalui Pengadilan
Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka orang haruslah membuat
gugatan.1 Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan
oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Menurut pakar hukum positif,
gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak
atau memaksa pihak lain memenuhi kewajibannya.2 Gugatan dapat disimpulkan
sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum
yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang
ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui
pengadilan.
Undang-Undang Perkawinan menggolongkan secara umum mengenai
putusnya hubungan perkawinan kepada tiga golongan, yaitu karena kematian salah
satu pihak, karena perceraian atas tuntutan salah satu pihak, dan dengan putusan
pengadilan. Dalam suatu perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada
kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir
1Lihat Wahju Muljono, Teori dan Praktik peradilan Perdata di Indonesia, (Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2012), 53.
2Lihat Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 31.
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maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan
perceraian ke persidangan pengadilan.3
Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar pengadilan
agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.4 Menurut Harahap,
upaya cerai gugat jika dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam
hukum acara cerai gugat benar-benar murni bersifat contentiosa.
Ada sengketa, yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkaraperceraian. Ada pihak yang sama -sama berdiri sebagai subjek perdata. Olehkarena gugatan bersifat contentiosa, serta para pihak terdiri dari dua subjekyang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama dan sederajat,proses pemeriksaan cerai gugat benar-benar murni bersifat contradictoir.5
Namun dalam cerai gugat yang bersifat khulu’, penyelesaian hukumnya akan
diakhiri dengan tata cara cerai talak. Prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai
gugat, tapi penyelesaian perkaranya diakhiri dengan tata cara cerai talak.6 Adapun
alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam pengajuan permohonan gugatan
perceraian,7 antara lain disebutkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UU Nomor 1974 tentang Perkawinan:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
sebagainya yang sukar disembuhkan.
3Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, h. 94.
4Lihat Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama
(Jakarta: Mahkamah Agung, 2007), h. 152.
5Lihat Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), 234.
6Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, h. 240.
7Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1974 tentang Perkawinan.
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b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai suami istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Menurut Sarwono, apabila salah satu dari syarat-syarat dan atau ketentuan-
ketentuan tersebut diatas telah terpenuhi, maka seorang suami atau istri dapat
mengajukan permohonan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan yang
disesuaikan dengan domisili pihak yang digugat (tergugat).8 Pengadilan hanya
mengenal dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dan
perkara cerai gugat oleh istri.9
Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk di
izinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Sedangkan cerai gugat diajukan oleh
istri yang petiumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan
Penggugat dengan tergugat.10 Dalam hukum Islam seorang istri meskipun tidak
8Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 94.
9Lihat Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2012), h. 141.
10Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, h. 150.
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memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya, tetapi ia bisa menebus dirinya
kepada suaminya dengan nilai tebusan yang disepakati sehingga suami bersedia
mengucapkan talak kepadanya yang dalam hal ini disebut dengan khulu’ (talak
tebus).11 Menurut pedoman dan teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama, talak
khulu’ ialah gugatan dari istri untuk bercerai dari suaminya. Proses penyelesaian
gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat.12
2. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian
Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara
Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan.13 Mediasi dalam perspektif
Islam dikenal dengan istilah islah. Pengertian ishlah dapat diartikan sebagai suatu
aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan
yang baik. Menurut ulama fikih, kata ishlah diartikan sebagai perdamaian, yakni
suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara
manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.14
Sejalan dengan konstruksi hukum mediasi dalam Perma RI No.1 Tahun 2016
yang berorientasi menciptakan perdamaian (ishlah) di antara pihak suami-istri yang
mengajukan gugatan perceraian di pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang
lazim disebut sebagai mediator. Keberadaan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator
11Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 141.
12Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, h. 156.
13Lihat Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2006), h. 99.
14Lihat Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, al-Bidãyah fi Syarh al-hidãyah,
Jil.IX (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), h. 3.
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juga merupakan perwujudan asas mempersulit terjadinya perceraian yang dianut
Undang-Undang Perkawinan.15
Implementasi mediasi di pengadilan agama merupakan kewajiban hakim yang
berupaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Hal tersebut sejalan dengan
perspektif Islam yang menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan perselisihan yang
terjadi di antara manusia sebaiknya melibatkan pihak ketiga (hakam) sebagaimna
firman Allah Swt dalam QS. An-Nisaa/4:35.
                        
          
Terjemahannya:
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, makakirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam darikeluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakanperbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.16
Peran mediator dituntut bersikap netral saat membantu para pihak dalam
proses perundingan serta berupaya mencari berbagai kemungkinan penyelesaian
sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.17
Dalam konteks penyelesaian sengketa secara damai di lingkungan Peradilan Agama,
15Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39-41 dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974,
Pasal 31-33.
16Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Media Fitrah Rabbani,
2011), h. 84.
17Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat 2.
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didasarkan dengan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi
dengan UU No.3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan UU No.50 Tahun 2009.18
a. Pasal 56 Ayat (2) “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak
menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai”.
b. Pasal 65 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak”.
c. Pasal 82 ayat (1) “Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim
berusaha mendamaikan kedua pihak”.
d. Pasal 83 “Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan
perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat
sebelum perdamaian tercapai”.
Dalam Kompilasi hukum Islam, juga dijelaskan upaya untuk mendamaikan
para pihak yang berperkara. Pasal 143 ayat (1) disebutkan “Dalam pemeriksaan
gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan ayat (2)
Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap
sidang pemeriksaan”.19
Khususnya pelembagaan mediasi (Lembaga Damai) dalam sistem peradilan
bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR dimana Mahkamah Agung (MA)
18Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
19Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Dirketorat Jendral Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), Pasal 143 ayat 1 dan 2.
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membuat aturan ke arah yang lebih bersifat memaksa.20 Pada tanggal 30 Januari
2002, MA menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2002,
Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
Dalam uraian SEMA No.1 Tahun 2002 ditekankan bahwa semua hakim yang
menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan
menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg, dan tidak hanya sekadar formalitas
menganjurkan perdamaian.21
Setelah MA melakukan evaluasi yang berulangkali dalam dua periode (tahun
2008 dan 2016) terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA No.2
Tahun 2003 direvisi menjadi PERMA No.1 Tahun 2008 (perubahan pertama) dan
selanjutnya kembali direvisi menjadi PERMA No.1 Tahun 2016 (perubahan kedua).
PERMA No.1 Tahun 2016 menegaskan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan
menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi
lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Selain itu ketentuan mengenai
prosedur mediasi dalam PERMA ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan
baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian dalam sengketa yang
berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam Islam termasuk perkara perceraian
adalah boleh, bahkan dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan rumah
20Lihat M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h. 231.
21Lihat Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2012), h. 177.
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tangga. Bahkan menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian
sengketa suami isteri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan
kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.
B. Penyelesaian Sengketa Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama
1. Penyelesaian menurut Hukum Islam
Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dipahami bahwa
secara syariat, hak hadhanah anak berada dipihak ibu, apalagi jika si anak dalam usia
yang masih di bawah umur dan menyusui. Sedangkan secara hukum positif maupun
ketentuan Hukum Islam juga mendukung bahwa seorang ibu memiliki hak hadhanah
anak yang diutamakan. Adapun sebab hak hadhanah anak lebih diutamakan berada
pada ibu, karena ibu pada dasamya memiliki sifat sabar, lembut, waktu yang cukup
untuk mengasuh, dan lebih tnenyayangi serta cinta pada anaknya. Sebaliknya,
seorang bapak memitiki kewajiban merawat anak-anaknya. jika si ibu tidak
memenuhi syarat untuk melakukan tugas hadhanah. Begitu juga sebenamya dengan
orang yang lebih berhak mengasuh anak saat tenggang waktu penentuan hak
hadhanah adalah ibu dari si anak atau bila ibu tidak ada, maka kerabat dari garis
keturunan ibu dapat menggantikannya.
Namun apabila saat terjadi sengketa hadhanah anak tersebut berada pada
ayahnya maka tidak dapat dilakukan serta-merata pengambilan anak dari si ayah
secara paksa, oleh karenanya anak tidak mungkin dipaksakan karena akan sulit
dilaksanakan dan menyangkut perasaan anak perlu diperhatikan. hal ini
dikhawatirkan dapat menganggu psikologi si anak, sehingga diutamakan kepentingan
anak. Penyelesaian sengketa lebih terfokus pada dimensi hukum dibagi lagi dalam
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dua katagori, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui
lenibanga peradilan.
Penyelesaian sengketa hadhanah diluar pengadilan menurut fiqih Islam, yakni
Ash-Shulh, suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan
persengketaan.22 Menurut ulama Hambali yaitu sebuat kesepakatan yang dibuat untuk
mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa.23 Adapun upaya
perdamaian (shulh) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Musyawarah dan mufakat para orang tua(suami isteri) si anak, yakni dimana
para pihak tersebut berunding berdua tanpa melibatkan pihak lain, yang pada
akhirnya saling sepakat untuk menyerahkan hak hadhanah anak-anak mereka
kepada salah satu diantara para pihak tersebut.
b. At-tahkim yaitu menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut
hakam sebagai penengah suatu sengketa, atau dengan kata lain pengangkatan
seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih,
guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang
menyelesaikannya disebut hakam (juru damai).24
Menurut az-Zuhaili dalam uaraian al-Kattani, dalam fiqih Islam penyelesaian
sengketa melalui at-tahkim diperbolehkan dalam perkara-perkara perdata dan ahwal
22Lihat Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhit (Jaminan (Al-Kafaalah). Pengalihan
Utang (Al- Hawaalah), Gadai (Ar-Rahn). Paksaan (Al-Ikraah). Kepemilikan (Al-Milkiyyah) Jilid 6,
terj, Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Darul fikir. 2011). h. 235.
23Lihat Abu Zakariyya. Mughni al- Muhiaj, Juz II, (Mesir: Mustaha al-Babi Al-Hlmaby.
1957), h.111.
24Lihat Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam, (Jakarta:
Khalifa, 2004), h. 625.
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syakhshiyah berupa pernikahan, dan termasuk masalah hadhanah.25 Selanjutnya,
berkaitan dengan kekuatan keputusan hukum dalam pentahkiman terdapat perbedaan
pendapat. Mazhab Hanifah, Syafi’iyyah, dan Hambali berpendapat bahwa putusan
yang diberikan oleh hakam harus dijalani oleh pihak yang bersangkutan, meskipun
pihak-pihak yang berperkara boleh menolak tahkim sebelum hakam mengeluarkan
putusannya. Sedang ada pula pendapat menyebutkan bahwa hukum yang diberikan
oleh hakam itu tidak harus dituruti oleh pihak yang berperkara.26
Penyelesaian sengketa hadhanah melalui lembangan peradilan menurut Fiqih
Islam, dalam hukum Islam pengadilan dikenal dengan istilah al-qadhaa 'Al-qadhaa'
adalah memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan
menetapkan hukum syara' bagi pihak yang bersengketa. Secara terminologi, kata al-
qaadbaa berarti menangani sengketa dan pertentangan.27
Ulama Mazhab Syafi'iyyah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan al-
qadhaan' adalah memutuskan pertentangan yang terjadi diantara dua orang atau lebih
yang bersengketa dengan merujuk kepada hukum Allah. Selanjutnya seorang qadhi
tidak dibenarkan untuk membuat keputusan untuk dirinya sendiri atau menjadi saksi
untuk keluarganya seperti ayahnya, anaknya, istrinya dan musuhnya karena keadaan
25Lihat Abdul Hayyie al- Kattani, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan
Pemerintahan dalam Islam (Jakarta: Darul fikir. 2011). h. 375.
26Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan pendapat Sahnun sebagaimana pula dalam mazhab
Malikiyyah, bahwa masing-masing pihak dapat menarik pentahkimannya selama belum ada putusan.
M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam. (Cet III; Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 60.
27M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam, h. 5.
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demikian bisa menimbulkan ketidakkan komporatif dan dapat menghasilkan
keputusan yang tidak adil.28
2. Penyelesaian menurut Hukum Positif
Penyelesaian perceraian beda agama di Indonesia prosesnya sama dengan
penyelesaian perceraian pada umumnya. seseorang dapat mengajukan permohonan
cerai atau gugatan cerainya ke Pengadilan Negeri buat mereka yang memiliki agama
di luar Islam, dan pengadilan agama bagi mereka yang memiliki agama Islam.
Kemudian jika mereka melakukan perkawinan beda agama, maka gugatan cerai atau
permohonan cerai dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal
penggugat.
Peradilan di Indonesia pada dasanya menerima perkara perceraian perkawinan
beda agama karena berdasarkan Pasal 66 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dimana Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) menjadi
berlaku karena Undang - undang perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama
sehingga Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) menjadi tetap berlaku.
Adapun akibat Hukum terhadap anak dan harta dari perceraian beda agama adalah
sama dengan akibat hukum dari perceraian pada umumnya, di mana akibat hukum
dari suatu perceraian akan berkenaan dengan hadhanah dan harta perkawinan.
Jika pemegang hak hadhanah menganggap perlu untuk melakukan upaya
hukum akibat hak-hak anak yang tidak dipenuhi oleh pihak yang dihukum, maka
pemegang hak hadhanah dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan
28Lihat Abdul Hayyie Al-Kattani, Fiqih Sehari-Hari (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 916.
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gugat pelaksanaan pemberian nafkah atas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34
ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Akan tetapi penyelesaian sengketa hak asuh anak (hadhanah) yang
diselesaikan di luar pengadilan dianggap lebih efektif dan efisien, tanpa hams
mengganggu psikis seorang anak akibat dari orang ruanya relah bercerai, karena akau
lebih mengedepankan kepentingan si anak dan menepis rasa egois dari kedua orang
tua. Sejalan dengan pendapat Nasution dan Sriwarjiyati, menyatakan bahwa:
Jika terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapaktetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-matademi kepentingan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapayang akan menguasai anak tersebut.29
Sebuah perkawinan menyebabkan timbul berbagai hubungan hukum, salah
satuuya yaitu timbulnya kewajiban orang tua terhadap anak. Berdasar Pasal 41
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bunyinya; akibat
putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan
mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan
yang diperlukan anak-anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat
memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut
memikul biaya tersebut.
29Lihat Bahder Johan dan Sri Waqiyati. Hukum Perdata Islam; Komplikasi Peradilan Agama,
Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah, (Bandung :Madar Maju. 1997), h. 9.
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c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
Berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Perkawinan di atas, maka jelas bahwa
meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan
hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak - anak
yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Kemudian berdasarkan Undang-
Undang Perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dari Pasal 45 sampai
dengan Pasal 49.30
Apabila orang tua dicabut hak pengasuhannya (hak hadhanah) dan ditunjuk
wali untuknya, karena orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, tidak
menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai
dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.31
Harahap menjelaskan bahwa Orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya
yaitu meliputi ketidakbecusan si orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin
melaksanakannya, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang
memerlukan waktu lama, sakit udzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka
waktu yang tidak diketahui kembalinya.32
Dalam putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang
kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh
30Lihat Amir Nuruddin, Hukum Purdata Islam di Indonesia (Jakarta- Kencana, 2004), h. 299-
300.
31Lihat Iman Jauhari, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta :Pustaka Bangsa Press,
2003), h. 125.
32Selain hal di atas, berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh
sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik. M.Yahya
Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: CV.Rajawali, 1986), h. 216.
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dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga lazimnya walaupun
putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga
menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak
boleh menghalang-halangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga
sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan
mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.33






1. Hukum Islam dan Perundangan-undangan di Indonesia sudah mengatur
dengan jelas persoalan hadhanah. Para fuqoha secara mendasar sepakat
bahwa hadhanah adalah hak seorang ibu, ibunya ibu dan ke atas.
Pemeliharaan seorang anak oleh ibunya mulai dari lahir, menyusui,
mengasuh hingga anak tersebut mumayyiz. Baru setelah itu ketika ia boleh
menentukan pilihan apakah akan ikut ibu atau ayahnya. Sedang biaya
pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah anak tersebut. Hukum positif di
Indonesia baik Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan hal yang sama.
2. Pernikahan seorang Muslim dan non Muslimah, khususnya Ahl al-Kitāb
pada awalnya boleh dan legal, tetapi karena suatu pertimbangan siyāsah
shar‘iyyah, dan demi menutup pintu munculnya fitnah dan bahaya yang
lebih besar yang bertentangan dengan maqāṣid al-syar’iyyah, maka
kebolehan itu diperketat, bahkan ditutup sebagaimana MUI menetapkan
bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; perkawinan
laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab, berdasar qaul mu’tamad,
adalah haram dan tidak sah. Perkawinan orang-orang yang berbeda agama
juga memiliki dampak. antara lain: a) dampak terhadap kehidupan rumah
tangga, b) dampak terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama, c)
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pendidikan pada anak, d) masalah waris dan harta bersama dalam
perkawinan, e) sengketa dalam pembagian harta warisan, dan f) gangguan
terhadap hubungan antar umat beragama.
3. Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara
Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan. Dalam fiqih Islam
penyelesaian sengketa melalui at-tahkim diperbolehkan dalam perkara-
perkara perdata dan ahwalsyakhshiyah berupa pernikahan dan termasuk
masalah hadhanah. Penyelesaian sengketa hadhanah melalui lembaga
peradilan menurut fiqih Islam dikenal dengan istilah al-qadhaa yakni
memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan
dengan menetapkan hukum syara' (dengan merujuk kepada hukum Allah)
bagi pihak yang bersengketa.
B. Implikasi Penelitian
Implikasi penelitian ini adalah: 1) merekomendasikan bahwa penetapan
hadhanah dalam kasus perceraian beda agama, terutama bagi pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap anak, hendaknya dibicarakan secara musyawarah keluarga
sehingga lebih jernih dalam menetapkan kemana anak itu tinggal dan bagaimana
menjaga kesejahteraannya, 2) para orang tua yang bercerai dan mempersoalkan hak
hadhanah dari anak-anak mereka, sebaiknya sengketa hak hadhanah tersebut
diselesaikan di luar pengadilan yaitu melalui jalur perdamaian (islah), salah satunya
dengan menerapkan teori tahkim, karena penyelesaian dengan cara ini sangat efektif,
cepat, murah dan memenuhi rasa keadilan dalam menemukan kemaslahatan anak
sehingga kepentingan anak tetap terjaga.
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